
BUPATITAPIN

PERATURAN BUPATl TAPIN

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

SUPAn TAPIN,

Menimbang a. bahwa dengan adanya sumber pendapatan desa sebagaimana.' dimaksud
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Pernbentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat,
Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, untuk tertib
adrninistrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa perlu
diatur Pedornan Urnum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

,
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2)

Peratutan Daefah KabupatenTapin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber
Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat, Lembaga
Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, pengelolaan Anggaran
Pendapatandan Belanja Desaperlu diatur dengan Peraturan Bupati ;

c. bahwa -oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman
Umum PengelolaanAnggaran Pendapatandan Belanja Desa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentanq Pemerintahan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4438);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganDaerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganDesa;

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan
PengelolaanKeuanganDaerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah KabupatenTapin;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang
PembentukanOrganisasi dan Tata Perangkat Daerah KabupatenTapin;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Adat, Lembaga
Kemasyarakatandan PenataanKawasanPerdesaan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Kedudukan KeuanganKepalaDesa dan Perangkat Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERAlURAN BUPAn TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOlAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.

2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Bupati Tapin dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah KabupatenTapin.

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.

4. Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset Daerah KabupatenTapin.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPMPDadalah
Badan PemberdayaanMasvarakatdan PernerintahanDesaKabupatenTapin.,

6. Camat adalah Camat dalam wilayah KabupatenTapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenTapin.
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Bendahara Desa selanjutnya adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa,
menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang­
barang milik desa.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokaslkan oleh Pemerintah
Daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh daerah.

13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan hukum.

15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)yang dialokasikan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pernerintahan desa.

16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya berwenang untuk
melakukan tugas pengawasan.

BABIl

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal2

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemelintah Desa adalah Pem~ang Kekuasaan Penge\olaan
Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang
dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaanAPBDesa;

b. menetap'Kankebijakan tentang pengelolaan barang desa ;
c. menetapkan bendahara desa ;

d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan

e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis
PengelolaanKeuanganDesa (PTPKD).

(4) PelaksanaTeknis PengelolaanKeuanganDesa (PTPKD)adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

a. sekretaris desa; dan

b. perangkat desa lainnya.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana oimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator
pelaksanaanpengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada KepalaDesa.

(6) Sekretaris Desa sebagaimanadimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan PengelolaanAPBDesa;

b. menyusun dan melaksanaan Kebijakan PengelolaanSarang Desa;
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c. menyusun Raperdes APBOesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesai dan

d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Perubahan APBDesa.

(7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

STRUKTUR APBDesa

Pasal3

(1) Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDesa)terdiri dari:

a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa..

(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:

a. pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. bagi HasHPajak Kabupaten;

c. bagian dari Retribusi Kabupaten;

d. alokasi Dana Desa (ADD);

e. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa
lainnya;

f. hibah; dan

g. sumbangan Pihak Ketiga.

BABIV

PENYUSUNAN RAN~NGAN APBDesa
Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa {RKPDesa)

Pasal4

(1) RPJMDesauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari vlsi dan mlsi dari
Kepala Desa yang terpilih.

(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa,Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) RPJMDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah KepalaDesa dilantik.

(4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesayang merupakan
penjabaran dari RPJMDesaberdasarkan hasil Musy~warah Ren~na Pembangunan Desa.

\,

(5) PenyusunanRKPDesadiselesaikanpaling lambat aklur bulan Januart tahun anggaran sebelumnya.
. ,

4



, '

Bagian Kedua

Peoetapan Rancangan APBDesa

PasalS

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada
RKPDesa.

(2) Sekretaris Desamenyarnpaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesakepada Kepala Desa
untuk memperoleh persetujuan.

(3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
atas kepada BPDuntuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian
dengan RKPDesa.

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesayang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan
oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada Bupati Tapin untuk dievaluasi.

(6) RancanganPeraturan Desa tentang APBDesasebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDKabupatenTapin.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal6

(1) Bupati Tapin sebagaimana dimaksud pada pasa/ 5 ayat (6) di atas, harus menetapkan Eva/uasi
RancanganAPBDesapaling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu
dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan RancanganPeraturan Desa tentang APBDesamenjadi
Peraturan Desa. .

(3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama
BPDmelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi. !

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Oesa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun anggaran sebelumnya.

(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) di atas,
Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa
bersama BPDmencabut peraturan desa dimaksud.

(7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan
Peraturan Desa tentang PencabutanPeraturan Desa tentang APBDesa.

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesatahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.

BABV,
PENATAUSAH~ DAN PERTANGGUNGJ,AWABAN

\'
Pasal7

(1) Kepala Desa dalam meleksaneken penetausehaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa narus
menetapkan 8endahara Desa.
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(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal8

(1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan uang yang
menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
kepada KepalaDesapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa
atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).

(3) Pengajuan SPPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh Kepala Desa
melalui PelaksanaTeknis PengelolaanKeuanganDesa (PTPKD).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal9

(1) Laporan pertanggungjawaban terdiri dan:

a, buku KasUmum;

b. buku Kas Pembantu perincian
pengeluaran yang sah;

c. buku KasPembantu Harian;

d. buku pajak;

e. buku Panjari dan

f. buku Bank.

obyek pengeJuaran yang disertai dengan bukti-bukti

BABVI
ALOKASl DANA DESA

PENGERTlAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 10

(1) Alokasi Dana Desa yang berasaI dari APBDKabupaten Tapin yang bersumber dar; bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh KabupatenTapin untuk Desa.

(2) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian keuangan desa dari kabupaten
yang penyalurannya melalui kas desa.

Bagian Keclua
"

M,ksud dan Tujuan

Pasall1

(1) Alokasi dimaksudkan untuk membiayai program pemeTintahan desa dalam melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat.
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(2) Alokasi Dana Desa bertujuan :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguan di tingkat desa dan
pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagarnaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan
peningkatan sosial;

e. meningkatkan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial
dan ekonomi masyarakat;

g. mendorong peningkatan keswadayaandan gotong royong masyarakat; dan

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa
(8UMDesa).

BAB VII

PRlNSlP-PRlNSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal12

(1) PengelolaanADD dllakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatandan Belanja Desa.

(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara
terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

(3) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta
akuntabel dan bertanggungjawab.

BAB VIII

PENYALURAN,PELAKSANAAN,PENGGUNAAN,PERTANGGUNGJAWABAN

DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasa\ 13

(1) Kepala Desa membuka rekening desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan
Daerah CabangRantau.

(2) Kepala Desa mengajukan pennohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin melalui camat
setelah dilakukan veriflkasi oleh lim PendampingKecamatan.

(3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin akan meneruskan
berkas pennohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuanganden Aset Daerah KabupatenTapin.

(4) Kepala tnnas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tap1n akan
menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.

Bagian Kectua

Tahap Penyaluran

Pasa'14

(1) Setiap penarikan dana ADD dari Kas Daerah ke Kas Desa harus dilakukan oleh 3 (tiga) pejabat
desa yaitu KepalaDesa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
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(2) Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap dan ditransfer ke rekening Kas masing-masing
Desa.

(3) Penyaluran dana ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah dana ADD tahap sebelumnya
dipertanggungjawabkan.

(4) Tahapan penyaluran dana ADD dilakukan dalam 4 (em pat) tahap untuk belanja aparatur dan
operas\onal pemerintahan desa, belanja bantuan sos\al dan belanja tidak terduga. Sedangkan
untuk penyaluran belanja modal dilaksanakan dalan 1 (satu) tahap.

BABIX
HAK, KEWAlIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINT AH DESA

Bagian Pertal1la

Hak Pemerintah Desa

Pasal15

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan
desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal16

(1) Mengalokasikandana ADD ke dalam Anggaran Pendapatandan Be/anja Desa.

(2) Membicarakan rencana kegiatan ADD dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdes) dan mengacu kepada PedomanUmum Pelaksanaandan PenetapanADD
serta ketentuan perundangan yang berlaku.

(3) Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku,

(4) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat
sesuai ketentuan yang ditetapkan.

(5) Meningkatkan pendapatan desa.

(6) Pemenuhantarget PBB.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal17

(1) Melaksanakan tertib administras; keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

(2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku,

(3) Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakandari ADD kepadamasyarakat.
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BABX

KINERJA PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasa'18

(1) Kinerja Keberhasilan Pengelolaan dan Penggunaan ADD, dilihat dari beberapa indikator yang
dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu :

a. pengelolaan

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADDdan APBDes;

2. meningkatnya peran masyarakat dalam MusyawarahPerencanaanPembangunan Desa;

3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Jl..DD
dan APBDesoleh pemerintah desa;

4. tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran; dan

5. meningkatnya perekonomian desa dan PendapatanAsli Desa.

b. penggunaan

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran
Pendapatandan Belanja Desai

2. Penyerapanatau reaIisasi keuangan sesuai yang ditargetkan;

3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;

4. Besamyajumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);

5. Trngginya konstribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;

6. Terjadi peningkatan PendapatanAsli Desa; dan

7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

BABXI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal19

PelaporanADDadalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses
pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :

a. perkembangan pelaksanaandan penyerapan dana;

b. masalah yang dihadapi; dan

c. hasil akhir penggunaan ADD.

2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat desa diketahui
oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara berkala. Selanjutnya Tim Pendamping
Kecarnatan membuat rekap dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara berkala dan
melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada.Tim FasilitasiKabupaten.

3. Pemerintah Desa menyampaikan laporan setiap triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ADD
kepada Bupati melalui Camat dan penyampaiannya paling lambat tanggal 5 (lima) setelah
berakhirnya triwulan. '

Pasal2Q

(1) Penggunaan dana ADD sebagaimana pimaksud dalarn Pasal 19 dipertanggungjawaban APBDesa
dan laporan klnerja KepalaDesa setiap tahunnya. :

(2) Guna kepentingan pengawasan, Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD harus
membuat pembukuan administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(3) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :

a. buku Kas Umum;

b. buku Kas Pembantu; .

c. buku KasPembantu Harian;

d. buku Pa)ak~

e. buku Panjar; dan

f. buku Bank.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pencairan ADD berikutnya dan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BABXII

PEMBINAAN DAN PENGENDAUAN
Pasal21

(1) Pembinaandan pengendalian terhadap Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Tim fasilitasi Kabupaten
dan Tim Pendamping Kecamatan.

(2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

(3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan
Camat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Peraturan Bupati in; mula; berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Berita Daerah KabupatenTapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 28 r·l;:;lret 2011

,BUPA

Diundangkan di Rantau

28 Maret 2011;

DAERAH KABUPATEN TAPIN

L MBARAN DAfRAH KABUPATEN TAPtN

TAHUN 2011 NOMOR 08
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